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ABSTRAK 

 

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PDRB DI 
KABUPATEN/KOTA PROVINSI GORONTALO 

TAHUN 2009-2018 

 

Wilman  

Abd. Rahman Razak 

Amanus Khalifah Fil’ardy Yunus 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, 
belanja pendidikan, belanja kesehatan terhadap Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), 
dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) pada tahun 2009 
hingga pada tahun 2018 di lima Kabupaten dan satu Kota yang ada di Provinsi 
Gorontalo yakni Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten 
Phowato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota 
Gorontalo. Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linear 
berganda dengan metode analisis berupa data time series. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel belanja modal di Kabupaten/Kota dan Provinsi 
Gorontalo tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Variabel belanja 
pendidikan berpengaruh signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten Boalemo, 
Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Phowato, Kabupaten Gorontalo Utara dan 
Provinsi Gorontalo sedangkan berpengaruh tidak signifikan pada Kabupaten 
Bone Bolango Dan Kota Gorontalo. Dan variabel belanja kesehatan 
berpengaruh signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten Gorontalo, 
Kabupaten Phowato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, 
Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo sedangkan berpengaruh tidak 
signifikan pada Kabupaten Boalemo. 
 

Kata Kunci : Belanja Modal, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, PDRB 
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ABSTRACT 

 

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PDRB DI 
KABUPATEN/KOTA PROVINSI GORONTALO 

TAHUN 2009-2018 

 

Wilman  

Abd. Rahman Razak 

Amanus Khalifah Fil’ardy Yunus 

 

This study aims to analyze the effect of capital expenditure, education 
expenditure, health expenditure on Gross Regional Domestic Product (GRDP) 
in Gorontalo Province districts / cities. This study uses secondary data 
obtained from the Central Statistics Agency (BPS), and the Directorate General 
of Fiscal Balance (DJPK) in 2009 to 2018 in five districts and one city in 
Gorontalo Province, namely Boalemo Regency, Gorontalo Regency, Phowato 
Regency , Bone Bolango Regency, North Gorontalo Regency, and Gorontalo 
City. The analysis model used is multiple linear regression analysis model with 
the method of analysis in the form of time series data. The results showed that 
the variable capital expenditure in Gorontalo Regency and City had no 
significant effect on GRDP. Educational expenditure variable has a significant 
effect on GRDP in Boalemo Regency, Gorontalo Regency, Phowato Regency, 
and North Gorontalo Regency while the effect is not significant on Bone 
Bolango Regency and Gorontalo City. And the variable health expenditure has 
a significant effect on GRDP in Gorontalo Regency, Phowato Regency, Bone 
Bolango Regency, North Gorontalo Regency, and Gorontalo City while the 
effect is not significant in Boalemo Regency. 

 

Keywords : Capital Expenditures, Education Expenditures, Health 

Expenditures, GRDP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat 

pertumbuhan ekonominya yang dilihat berdasarkan kenaikan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan 

pembangunan daerahnya.  

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 

utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti 

perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara, seperti pertambahan 

dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan 

jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi 

barang modal (Sukirno, 2011). 

Untuk mencapi pertumbuhan ekonomi yang baik pembangunan yang 

dilakukan suatu daerah memiliki beberapa tujuan harus diperhatikan, pertama 

untuk meningkatkan standar hidup setiap orang, baik dari segi pendapatan, 

tingkat konsumsi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Kedua, penciptaan 

berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri setiap orang 

melalui pembentukan sistem sosial, politik dan ekonomi serta lembaga-lembaga 

yang mempromosikan martabat manusia dan rasa hormat.  

Ketiga, meningkatkan kebebasan kepada setiap orang dalam memilih 

berbagai variabel pilihan yang ada. Pembangunan juga diharapkan dapat, 

menciptakan pemerataan antar daerah, mengentaskan kemiskinan. menciptakan 
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lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, yang berujung pada 

kesejahteraan (Todaro, 2006). 

Tabel 1.1 PDRB Provinsi Gorontalo Tahun 2009-2018 

TAHUN 
PDRB  

(Juta Rupiah) 
Pertumbuhan Ekonomi 

(Persen) 

2009 14,352,760 7.71 

2010 15,475,737 7.82 

2011 16,615,531 7.37 

2012 17,880,063 7.61 

2013 19,250,968 7.67 

2014 20,717,369 7.62 

2015 22,079,906 6.58 

2016 23,583,695 6.81 

2017 25,232,836 6.99 

2018 26,894,012 6.58 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (diolah) 

Pada Tabel 1.1 publikasi Badan Pusat Statistik menunjukkan tren PDRB 

Provinsi Gorontalo yang terus meningkat tingkat namun pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Gorontalo dalam rentang waktu tahun 2009 hingga tahun 2018 terus 

berfluktuasi. Jika dilihat dari trend line pertumbuhan Provinsi Gorontalo 

mengelami penurunan. Dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2014 hingga tahun 

2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mengalami penurunan yang 

cukup signifikan yang membuat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo 

melambat. 

Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Alokasi anggaran pemerintah 

daerah sebagai stimulus yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan tepat 

sasaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di era otonomi daerah saat ini, 

pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan mengurus 

daerahnya sendiri, UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah 
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otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. 

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu 

suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara 

menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap 

tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) untuk daerah atau regional (Anitasari, 2015).  

Dengan demikian kebijakan pengeluaran pemerintah pada setiap daerah 

akan tercermin dalam APBD masing-masing dalam bentuk belanja daerah. 

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah ini, pemerintah daerah diharapkan 

mampu membangun daerahnya secara optimal dan memacu pertumbuhan 

ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Adi, 2006). 

Salah satu pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal 

merupakan penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang 

dapat menjadi aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun 

diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas 

ekonomi masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih mengoptimalkan potensi 

pendapatan daerahnya dengan mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi 

pada sector-sektor yang lebih produktif (Nugroho, 2012).  

Penelitian (Alexiou) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk 

belanja modal menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif 

yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja 

modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di 

masyarakat (Abdullah dan Asmara, 2006). 
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Pada praktiknya dalam proses penyusunan anggaran pemerintah ini 

sering terjadi tarik-menarik antara alokasi untuk pengeluaran pembangunan fisik 

dan pengeluaran untuk pembangunan manusia. Investasi fisik, di satu sisi, 

dianggap sebagai kebijakan yang ampuh untuk memacu pertumbuhan ekonomi. 

Namun di sisi lain, diperlukan juga investasi untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia atau investasi pembangunan manusia. Meningkatknya perbaikan 

modal manusia juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi 

melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas (Sjafii, 2009).  

Secara sederhana pembangunan manusia dapat diartikan sebagai 

peningkatan kondisi seseorang sehingga memungkinkan hidup lebih panjang 

sekaligus lebih sehat dan mendapatkan kehidupan yang layak. Sekurang-

kurangnya ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan 

dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup 

layak yaitu pendidikan dan kesehatan (Widodo, 2011). 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nurudeen dan Usman) mengenai 

pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, memperlihatkan bahwa 

pengeluaran pemerintah belanja modal serta belanja bidang pendidikan dan 

kesehatan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Semakin besar alokasi pengeluaran pemerintah pada belanja modal serta 

belanja bidang pendidikan dan kesehatan semakin baik pula pertumbuhan 

ekonomi yang dicapai. 

Modal manusia merupakan salah satu determinan penting dalam proses 

pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain antara pendidikan dan kesehatan 

dengan pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan saling mempengaruhi (Sjafii, 

2009).  
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Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, 

dan efektif serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah 

pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan alokasi anggaran 

yang tepat antara belanja modal, belanja bidang pendidikan dan belanja bidang 

kesehatan diharapkan target pertumbuhan ekonomi akan tercapai dan 

kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Hamzah, 2008). 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, penulis ingin meneliti 

seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah khususnya belanja modal, 

belanja bidang pendidikan, dan belanja kesehatan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, maka penulis tertarik menganalisis masalah ini dengan melakukan 

penelitian ilmiah dengan judul “Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap PDRB 

di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dari penelitian ini 

dapat dirumuskan masalah yaitu: 

1. Apakah belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB 

Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ? 

2. Apakah belanja bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ? 

3. Apakah belanja bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ? 

4. Apakah secara simultan belanja modal, belanja bidang pendidikan, dan 

belanja bidang kesehatan berpengaruh, secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah belanja modal berpengaruh terhadap PDRB 

Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.  

2. Untuk mengetahui apakah belanja bidang pendidikan berpengaruh 

terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. 

3. Untuk mengetahui apakah belanja bidang kesehatan berpengaruh 

terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. 

4. Untuk mengetahui apakah secara simultan belanja modal, belanja bidang 

pendidikan, dan belanja bidang kesehatan berpengaruh, secara signifikan 

terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

pengetahuan serta bukti empiris mengenai belanja modal, belanja 

pendidikan, dan belanja kesehatan terhadap PDRB di Provinsi Gorontalo. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pihak-pihak yang 

melakukan penelitian yang sama atau penelitian lebih lanjut mengenai 

PDRB. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah 

khususnya Provinsi Gorontalo dalam upaya meningkatan PDRB di 

Provinsi Gorontalo. 



8 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Teoritis 

Pada bagian ini penulis akan menyajikan tinjauan pustaka yang 

berhubungan dengan topic penelitian dan bukti empiris dari penelitian-penelitian 

sebelumnya yang melandasi penelitian ini. Setelah itu, dikembangkan hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian. 

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output 

perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 

tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan 

demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula 

kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi 

pendapatan.  

Model pertumbuhan ekonomi yang umum digunakan sebagai acuan adalah 

exogenous growth model atau Solow growth model. Model Solow 

mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh 

perubahan faktor produksi modal fisik (tabungan dan investasi) dan tenaga kerja 

(pertumbuhan populasi), sementara teknologi yang menggambarkan tingkat 

efisiensi merupakan variabel eksogen dan dianggap sebagai residual 

(Maryaningsih, et.al, 2014). 

Model Solow merupakan pengembangan dari model pertumbuhan Harrod-

Domar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi kedalam 

persamaan pertumbuhan. Tenaga kerja dan modal diasumsikan mengalami 
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diminishing returns jika keduanya dianalisis secara terpisah dan constant returns 

to scale apabila keduanya dianalisis secara bersama-sama. 

Model pertumbuhan Solow menekankan pentingnya peranan investasi baik 

modal fisik maupun modal manusia dalam menentukan pertumbuhan ekonomi 

yang direpresentasikan dalam PDB. Laju pertumbuhan ekonomi akan ditentukan 

oleh tingkat akumulasi capital per tenaga kerja. Berdasarkan model ini, daerah 

yang memiliki akumulasi capital lebih baik akan tumbuh lebih tinggi 

(Maryaningsih, et al., 2014). 

 

2.1.2. Belanja Pemerintah 

Belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 

pemerintah telah menetapakan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa., 

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan, 

pengeluaraan, dan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah meliputi semua 

pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas 

dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu periode anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah 

dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan 

akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan 

sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar 

pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan 

nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak mamadai. Melainkan 
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harus memperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkatkan 

pendapatannya. 

Belanja pemerintah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua 

golongan yaitu; Pertama, Belanja rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk 

pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi pengeluaran 

pegawai, pengeluaran barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan 

pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat 

menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan 

pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan 

kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat 

miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian  

Kedua, Belanja pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk 

membiayai pembangunan infrastruktur, sosial dan umum dan yang bersifat 

menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik 

maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu (Mangkoesoebroto, 

2000). 

 

2.1.3. Teori Belanja Pemerintah 

Dalam teori penentuan kegiatan ekonomi yang dikemukakan oleh Keynes, 

kegiatan perekonomian tergantung pada perbelanjaan atau pengeluaran agregat 

yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Yang dimaksud 

dengan pengeluaran atau pembelanjaan agregat adalah pengeluaran-

pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan biasanya diukur untuk 

suatu tahun tertentu. Semakin besar perbelanjaan agregat yang dilakukan dalam 
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perekonomian, maka semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan 

kerja yang dicapai. 

Dalam suatu perekonomian modern, perbelanjaan agregat (Y) terdiri atas 

empat komponen utama, yaitu pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah 

tangga (C), investasi yang dilakukan oleh pihak swasta (I), pengeluaran 

pemerintah dalam bentuk konsumsi dan investasi pemerintah (G), dan eksport 

bersih, yakni ekspor (X) dikurangi impor (M).  

Inti dari model yang diajukan oleh Keynes adalah bahwa perbelanjaan 

agregat merupakan penggerak utama dalam perekonomian, sedangkan output 

agregat yang menunjukkan nilai atas output nasional pada setiap dan seluruh 

tingkat pendapatan nasional adalah bersifat pasif dan berubah-ubah berdasarkan 

perbelanjaan agregat. 

Keynes sangat menekankan peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan 

perekonomian sebab tanpa campur tangan pemerintah, yakni apabila kegiatan 

perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja 

perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga 

kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan (Sukirno, 2007).  

Menurut Miller dan Pulsinelli wujud campur tangan pemerintah dapat 

dilakukan dengan membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah (G) atau 

perubahan pada bidang perpajakan. perubahan pada pengeluaran pemerintah 

lebih efisien dari pada perubahan dengan jumlah yang sama pada transfer atau 

perpajakan, dengan variabel lain konstan, sebab multiplier pada pengeluaran 

pemerintah lebih besar daripada multiplier pajak. Dengan demikian, perubahan 

pada pengeluaran pemerintah sangat mempengaruhi perubahan pendapatan 

nasional. 
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2.1.4. Belanja Modal 

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 belanja modal merupakan pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk 

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.  

(Bastian, 2006) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran 

yang dikeluarkan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan 

aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Jadi belanja modal adalah 

pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan menambah aset kekayaan daerah 

dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Belanja modal digunakan untuk mendapatakan aset tetap Pemerintah 

Daerah seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. 

Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan 

membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, 

untuk di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara 

membeli melalui lelang atau tender. 

Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah dari belanja modal merupakan 

syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, 

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal 

dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang 

memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Klasifikasi aset tetap yang 

digunakan menurut PP No. 24 Tahun 2005 yaitu tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi 

dalam pengerjaan. 
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Belanja modal tanah merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, 

pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, 

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan 

sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan 

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan masa 

manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud 

dalam kondisi siap pakai.  

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan 

bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud 

dalam kondisi siap pakai. 

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran/biaya 

yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan 

pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang 

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi 

siap pakai. 

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk penambahan/penggantian/peningkatan serta perawatan terhadap fisik 

lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, 

termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian 
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barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan 

ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.  

Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan 

baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah 

Daerah untuk memberikan pelayanan kepada public yang kemudian menjadikan 

naiknya produktivitas sehingga naik pula kesejahteraan masyarakat. Dalam 

pengalokasian anggaran belanja modal memang didasarkan pada kebutuhan, 

hal ini berarti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di 

Pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset 

tetap.  

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja, ada 

satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan 

perasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan 

laboratorium), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), 

jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan 

pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, 

pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, 

pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan (Halim, 2006). 

 

2.1.5. Belanja Bidang Pendidikan 

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada 

kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut 

juga investment in human capital. Hal ini berarti peningkatan kemampuan 

masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan 

pembangunan disuatu wilayah. 
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Asumsi yang digunakan dalam teori human capital bahwa pendidikan 

formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat 

berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan dengan syarat 

adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia 

yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi 

dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas 

masyarakat (Bastias, 2010). 

Pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui 6 cara yaitu; Meningkatnya secaraumum kualitas angkatan kerja 

melalui penanaman pengetahuan kerja dan keterampilan. Meningkatnya 

mobilitas tenaga kerja dan mempromosikan pembagian kerja. Memungkinkannya 

penyerapan Infomasi baru secara lebih cepat dan penerapan proses baru dan 

input yang kurang dikenal menjadi lebih efisien. Menghilangkan hambatan 

hambatan sosial dan kelembagaan bagi pertumbuhan ekonomi. Beraninya 

wirausahawan untuk mempromosikan tanggung jawab individual, kemampuan 

organisasional, mengambil resiko yang moderat dan merencanakan dalam 

jangka panjang. Meningkatnya kemampuan manajemen menjadi lebih sehingga 

alokasi sumber daya menjadi lebih efisien (Todaro, 2005). 

Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi melalui 

berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan 

keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara 

produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin 

tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. 

Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum, semakin tinggi 

kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan 

kesejahteraan bangsa tersebut. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah 
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terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan 

produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pendidikan 

dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan 

menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi penduduk Indonesia secara 

merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan realisasi 

pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012). 

 

2.1.6. Belanja Bidang Kesehatan 

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa 

kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi 

Negara.Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan 

kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa 

modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor 

teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Negara sedang berkembang 

seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana 

pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan 

untuk meingkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan 

kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui 

pengeluaran pemerintah (Wahid, 2012). 

 Menurut penelitian yang dilakukan (Tri Haryanto) menunjukkan bahwa 

sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan presentase 

pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa 

peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup 

besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya 

pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan 
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maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan 

pengeluarannya pada sector kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran 

daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan 

menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai 

sumber pembiayaan. 

2.2. Studi Empiris  

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang sesuai dengan penelitian ini mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain; 

Bakare dan Olubokun (2011) meneliti hubungan antara pengeluaran 

pengeluaran kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria, menggunakan 

metode analisis regresi berganda hasil penelitiann menunjukkan bahwa 

pengeluaran bidang kesehatan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

signifikan dan positif. 

Nurudeen dan Usman (2010) meneliti tentang pengaruh belanja rutin dan 

pembangunan per sektor terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Analisis 

dilakukan terhadap data time series dari tahun 1970 sampai dengan 2008 

dengan menggunakan model Error Cointegration Model (ECM), Berdasarkan 

analisis menunjukkan bahwa belanja rutin, belanja sector pendidikan, belanja 

sektor kesehatan dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

 Alexiou Constantinous (2009) meneliti tentang hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Untuk pertama kalinya dua 

metodologi data panel yang berbeda telah diterapkan pada tujuh ekonomi transisi 
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di Eropa Timur Selatan (SEE), menghasilkan hasil yang signifikan yang, jika 

dipertimbangkan, dapat meningkatkan kinerja ekonomi negara-negara di 

kawasan tersebut. Lebih khusus lagi, bukti yang dihasilkan menunjukkan bahwa 

empat dari lima variabel yang digunakan dalam estimasi yaitu pengeluaran 

pemerintah untuk pembentukan modal, bantuan pembangunan, investasi swasta 

dan keterbukaan perdagangan semua memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan populasi sebaliknya, secara 

statistik tidak signifikan. 

 Safira, djohan, dan nurjanana (2019) meneliti tentang  pengaruh 

pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan timur, metode analisis 

yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan 

timur. 

 Merlin anggraeni (2017) meneliti tentang analisis pengaruh pengeluaran 

pemerintah sector pendidikan, kesehatan, dan pertanian terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia periode 1970-2015, teknik analisis data menggunakan time 

series dengan model model Error Cointegration Model (ECM). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sector pendidikan, kesehatan, dan 

pertanian berpengaruh positif dan signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi 

baik secara parsial maupun secara simultan.  
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2.3. Kerangka Konseptual 

 

 

                                     

        

 

2.4. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

hipotesis untuk penelitian ini adalah: 

1. Diduga bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 

2. Diduga bahwa belanja bidang pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 

3. Diduga bahwa belanja bidang kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 

4. Diduga bahwa secara simultan belanja modal, belanja bidang 

pendidikan, dan belanja bidang kesehatan berpengaruh signifikan 

terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. 

Belanja modal 

X1 

Belanja pendidikan 

X2 

PDRB 

Y 

Belanja kesehatan 

X3 

(+) 

(+) 

(+) 


